
 

  

KEPALA DESA  LIMBANGAN 
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO 

PERATURAN DESA LIMBANGAN 
NOMOR 5 TAHUN 2025 

TENTANG 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA LIMBANGAN 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA LIMBANGAN 
 

Menimbang :  a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati 
Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 pasal 72 angka 
(1),angka (2) dan angka (3);tentang pertanggungjawaban 
realisasi Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa; 

   b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud dalam  huruf a merupakan bagian dari laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun 
anggaran; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Kepala Desa 
Limbangandengan Persetujuan Badan Permusyawratan 
Desa Limbangan wajib menetapkan Peraturan Desa 
tentang Laporan Pertanggunjawaban realisasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025; 

    
Mengingat :  01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

   02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

   03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6914); 

   04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

   05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan 
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

   06 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

   07 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

   08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

   09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

   10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

   11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 



Tahun 2020 Nomor 1633); 
   12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian 
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); 

   13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); 

   14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 
Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

   15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 
Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 
Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2025 sebagaimaa telah dirubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, 
Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 970); 

   16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1506); 

   17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan 
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 3); 

   18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 
2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, 



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Nomor 4); 

   19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2023 Nomor 12); 

   20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64); 

   21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 tahun 2015 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2015 Nomor 73); 

   22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 
74); 

   23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28); 

   24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48); 

   25 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 
Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 
2019 Nomor 17); 

   26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 
Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 
39); 

   27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2025 
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 
40); 

   28 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 
tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan 
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025  
(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 
41); 

   29 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada 
pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2024 Nomor 42); 

  30 Peraturan Desa Limbangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Limbangan Tahun 2019 Nomor 3); 

  31 Peraturan Desa Limbangan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 



Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa 
Limbangan (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2016 
Nomor 6); 

  32 Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa Limbangan Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa 
Limbangan Tahun 2024 Nomor 1); 

  33 Peraturan Desa Limbangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2025 
(Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 2); 

  34 Peraturan Desa Limbangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang 
Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa Bersama 
(Bumdesma) Argobismo Kecamatan Watumalang 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 (Lembaran Desa 
Limbangan Tahun 2025 Nomor 1); 

  35 Peraturan Desa Limbangan Nomor 5 Tahun 2025 tentang 
Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 7 tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Limbangan Tahun 2025 ( Lembaran Desa Limbangan 
tahun 2025 Nomor 5). 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LIMBANGAN 
dan 

KEPALA DESA LIMBANGAN 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  LIMBANGAN TAHUN 
ANGGARAN 2025 
 

 

Pasal 1 

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Limbangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :   
                     

  ANGGARAN  REALISASI 
1. Pendapatan Desa Rp 1.746.300.000,00 Rp 1.495.426.848,00 
2. Belanja Desa Rp 1.565.860.418,00 Rp 1.263.608.163,00 

Surpuls/Defisit Rp 180.439.582,00 Rp 231.818.685,00 
3. Pembiayaan     

a. Penerimaan 
Pembiayaan 

Rp 37.160.418,00 Rp 37.160.418,00 

b. Pengeluaran Rp 217.600.000,00 Rp 25.000.000,00 



Pembiayaan 
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp (180.439.582,00) Rp 12.160.418,00 
SILPA Rp 0,00 Rp 243.979.103,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas: 

1. Laporan Realisasi APBDesa; dan 

2. Catatan atas Laporan Keuangan. 

b. Laporan Realisasi Kegiatan; 

c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang 
masuk ke Desa. 

Pasal 4 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Desa ini dalam Lembaran Desa Limbangan. 

      Ditetapkan di :     Limbangan 
      Pada tanggal  : 31 Desember 2025 

       KEPALA DESA, 

 

 

       TAAT LESTARI WIDODO 

Diundangkan di   :  Limbangan 
Pada tanggal  :  31 Desember 2025 
SEKRETARIS DESA 
 

 

DUROTUL JANNAH 

LEMBARAN DESA  LIMBANGAN NOMOR 5 TAHUN 2025 

 


